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ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan untuk menawarkan alternatif kebijakan dalam merespons ancaman krisis 
pangan global yang berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan pangan di Indonesia. Analisis 
difokuskan pada identifikasi langkah strategis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang 
mendorong peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pangan nasional 
yang tangguh dan berkelanjutan. Metode yang digunakan mengacu pada pendekatan sintesis 
referensi, yaitu dengan menggabungkan berbagai hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, buku, 
serta sumber relevan lainnya untuk menghasilkan ide kebijakan yang kontekstual dengan kondisi 
Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis pangan global dipicu oleh sejumlah faktor, 
seperti perubahan iklim yang ekstrem, bencana alam, konflik geopolitik, dan gangguan pada 
rantai pasokan global. Ketahanan pangan nasional Indonesia turut diperlemah oleh tingginya 
ketergantungan terhadap komoditas pangan impor, khususnya terigu sehingga dalam menyikapi 
kondisi tersebut, pemerintah dituntut untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan yang cepat, 
adaptif, dan tepat sasaran. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penguatan Diversifikasi 
Pangan Lokal melalui proses industri komoditas alternatif seperti sorgum, singkong, sagu, talas, 
dan jagung, yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Pendekatan ini 
diyakini mampu meningkatkan ketahanan sistem pangan nasional, memperkuat ekonomi 
masyarakat daerah, serta mendorong pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan 
Aman (B2SA), sejalan dengan tren konsumsi modern yang mengedepankan kepraktisan dan 
efisiensi. 
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PENDAHULUAN 

Krisis pangan global saat ini menjadi ancaman nyata yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan 
sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kompleksitas krisis ini muncul dari interaksi berbagai 
faktor, seperti perubahan iklim, konflik geopolitik (misalnya perang Rusia-Ukraina), serta volatilitas 
harga komoditas pangan di pasar internasional. Situasi ini diperburuk oleh dominasi produksi dan 
distribusi pangan global yang terkonsentrasi di beberapa negara eksportir utama seperti Amerika 
Serikat, Brasil, Tiongkok, dan India. Ketika negara-negara tersebut menghadapi gangguan domestik, 
seperti gagal panen, krisis energi, atau kebijakan pembatasan ekspor, dampaknya langsung terasa 
secara global, terutama bagi negara-negara pengimpor seperti Indonesia. Ketergantungan tinggi 
terhadap pasokan global menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga dan gangguan 
distribusi pangan internasional (Clapp, 2009; Saâdaoui et al., 2022; Toktosunova & Sattarov, 2024). 

Kenaikan harga pangan secara global sering kali menjadi pemicu awal terjadinya krisis pangan. 
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, paling rentan terhadap gejolak ini karena struktur 
konsumsi yang bergantung pada komoditas impor. Lonjakan harga bahan pokok, terutama energi dan 
pangan, memicu inflasi domestik dan mempersempit akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan 
terjangkau. Dalam situasi tersebut, semakin terbatasnya pilihan pangan yang tersedia akan 
memperbesar risiko krisis pangan yang meluas. 

Kondisi ketahanan pangan Indonesia semakin kompleks karena masih tingginya ketergantungan 
terhadap impor pangan strategis. Hal ini tercermin dalam skor Global Food Security Index (GFSI) 2022, 
di mana Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor total 60,2. Nilai tersebut 
mengindikasikan bahwa sistem pangan nasional masih menghadapi tantangan struktural, terutama 
dalam aspek keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Dimensi Sustainability & Adaptation Indonesia 
juga memperoleh skor relatif rendah, yaitu 44,5, menunjukkan kelemahan dalam menghadapi gangguan 
sistemik global (The Economist Group, 2022). 

Tabel 1. Global Food Security Index (GFSI) 2022 

No. Negara 
Skor 
Total 

Affordability Availability 
Quality & 

Safety 
Sustainability & 

Adaptation 

1 Finland 83.7 88.4 85.6 84.9 70.5 

2 Ireland 81.7 85.0 84.4 83.0 68.4 

3 Norway 80.5 83.9 84.2 81.2 63.2 

4 France 80.2 82.2 83.6 80.5 66.0 

5 Netherlands 80.1 84.1 82.1 83.8 62.1 

6 Japan 79.5 82.5 80.9 84.1 64.0 

7 Canada 79.1 83.8 81.0 82.4 59.2 

8 Sweden 79.1 83.7 80.6 82.0 61.1 

9 United Kingdom 78.8 82.3 79.8 81.7 59.9 

10 Portugal 78.7 81.5 79.5 80.3 60.7 

63 Indonesia 60.2 51.3 54.6 58.8 44.5 

Sumber : The Economist Group, 2022 

Keterangan : Skor 0-100, di mana semakin tinggi semakin baik 

Ketahanan pangan nasional Indonesia turut diperlemah oleh tingginya ketergantungan terhadap 
komoditas pangan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), Indonesia mengimpor sekitar 
11,4 juta ton gandum setiap tahun (utama dari Australia, Kanada, dan Ukraina), 2,7 juta ton kedelai (dari 
AS, Brasil, dan Argentina), 5,3 juta ton gula (dari Thailand, Brasil, dan India), serta 250 ribu ton daging 
sapi (dari Australia, Selandia Baru, dan India). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kebijakan 
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pangan nasional masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi dominasi impor dan 
membangun sistem pangan yang mandiri. 

Dalam konteks tersebut, diversifikasi pangan lokal menjadi strategi penting yang bersifat adaptif dan 
jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Upaya ini mencakup pengembangan 
serta peningkatan konsumsi komoditas pangan alternatif seperti sagu, singkong, sorgum, jagung lokal, 
dan talas yang relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal seperti perubahan iklim dan volatilitas 
pasar (Pingali, 2015; Sumaryanto, 2016). Diversifikasi bukan hanya memberikan pilihan sumber 
karbohidrat yang lebih beragam, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian dan keberlanjutan 
pangan di tingkat lokal dan nasional. 

Upaya mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal masih menghadapi berbagai 
hambatan, baik dalam aspek struktural maupun sosial. Di tingkat hulu, petani belum memperoleh 
dukungan optimal terkait pembiayaan, teknologi pertanian, serta akses terhadap pasar yang 
berkelanjutan (Garrity et al., 2024; Gosliner et al., 2022). Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pangan lokal juga kesulitan berkembang akibat 
keterbatasan promosi dan lemahnya sistem distribusi. Situasi ini menunjukkan bahwa ekosistem 
pangan lokal yang mendukung belum terbentuk secara menyeluruh dan inklusif. 

Menurut laporan Badan Pangan Nasional (2024), nilai Pola Pangan Harapan (PPH) Indonesia 
mencapai 93,5, masih di bawah target 95 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 
2009. Beberapa kelompok pangan seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah masih 
belum mencapai standar konsumsi ideal. Sebaliknya, konsumsi pangan dari kelompok padi-padian dan 
lemak justru melebihi rekomendasi, yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat 
dalam jangka panjang. 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 2023) mencatat bahwa sekitar 98% masyarakat 
Indonesia masih menggantungkan asupan karbohidrat pada beras. Bahkan, sejumlah daerah yang 
secara historis mengonsumsi pangan non-beras seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian kini turut 
beralih ke beras. Rata-rata konsumsi beras mencapai 93,8 kg per kapita per tahun. Tingginya konsumsi 
ini, disertai dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, menjadikan penyediaan beras 
sebagai tantangan yang semakin berat. 

Minimnya ketersediaan dan mahalnya harga pangan alternatif menjadi hambatan utama dalam 
mendorong diversifikasi konsumsi masyarakat. Strategi pengembangan pangan lokal perlu difokuskan 
pada peningkatan produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga pangan non-beras di pasar domestik 
guna memperluas akses dan daya saingnya di tengah dominasi beras sebagai sumber karbohidrat 
utama. 

Ketergantungan terhadap impor pangan seperti gandum, gula, dan kedelai memperlemah kapasitas 
Indonesia untuk mandiri secara pangan. Ketika negara eksportir menerapkan kebijakan pembatasan 
ekspor atau mengalami gangguan pasokan domestik, Indonesia sangat rentan terhadap disrupsi harga 
dan distribusi (Thow, 2019). Situasi ini memperkuat kebutuhan untuk membangun kapasitas produksi 
dalam negeri secara lebih terarah dan berkelanjutan.  

Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu negara pengimpor gandum terbesar di dunia (USDA, 
2021a). Hal ini diperkuat oleh laporan Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia (APTINDO, 2024) 
yang menyebutkan bahwa konsumsi tepung terigu nasional pada tahun 2024 diperkirakan meningkat 
menjadi 7,1–7,2 juta metrik ton, naik sekitar 5–6% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,8 
juta ton. Kenaikan ini mencerminkan tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap produk 
olahan berbasis terigu, seperti roti, mie, jajanan pasar, dan makanan ringan lainnya, yang sebagian 
besar masih menggunakan bahan dasar gandum impor. 
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Sumber BPS, 2023 (diolah) 

Gambar 1. Impor Gandum Indonesia 

Seperti disajikan pada Gambar 1, bahwa tren impor gandum, sebagai bahan utama produksi tepung 
terigu, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi 
masyarakat yang semakin bergeser ke arah produk pangan instan. Ironisnya, banyak produk yang 
dipromosikan sebagai “berbasis lokal” seperti kue tradisional dalam kemasan, mie lokal, hingga roti 
rumahan, masih menggunakan tepung terigu sebagai bahan utama, terutama karena pertimbangan 
kemudahan produksi, harga yang relatif murah, dan karakteristik tekstur yang diinginkan. 

Situasi ini dapat menjadi hambatan serius bagi pencapaian kemandirian pangan nasional. 
Ketergantungan terhadap bahan baku impor seperti gandum justru berpotensi memperlemah posisi 
pangan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, dan sagu, baik dalam aspek produksi maupun 
konsumsi. Jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat dan terkoordinasi, tren ini dapat 
menimbulkan kontradiksi dalam agenda diversifikasi pangan nasional: di satu sisi mendorong 
penggunaan pangan lokal, namun di sisi lain memperkuat ketergantungan terhadap impor melalui 
produk instan berbahan dasar gandum. 

Dalam konteks ketahanan pangan, bahwa permasalahannya tidak semata-mata bersumber dari sisi 
produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, perilaku konsumsi, dan struktur sistem pangan 
secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan masalah tidak bisa dilakukan secara sektoral atau 
parsial. Diperlukan pemetaan masalah yang komprehensif dan berbasis data untuk mengetahui isu-isu 
prioritas yang perlu segera diintervensi melalui kebijakan yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. 

Dalam merespon terhadap berbagai permasalahan pangan lokal tersebut, analisis pendekatan multi-
kriteria diharapkan digunakan untuk menyusun prioritas kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data. 
Alternatif kebijakan yang diusulkan adalah pengembangan industri pangan lokal yang lebih inovatif, 
berdaya saing, dan terintegrasi, dengan fokus pada komoditas sumber karbohidrat lokal seperti sorgum, 
singkong, talas, jagung, dan sagu. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap gandum dan beras, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan nilai 
tambah sektor pertanian lokal, serta menggerakkan ekonomi pedesaan secara inklusif. Melalui 
pemetaan masalah yang sistematis dan pendekatan analitis yang terukur, upaya reformasi ketahanan 
pangan nasional dapat diarahkan secara lebih efektif menuju sistem pangan yang mandiri, resilien, dan 
berkelanjutan. 

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam akar permasalahan ketergantungan struktural 
terhadap sistem pangan berbasis gandum impor dan menawarkan strategi kebijakan jangka panjang 
yang berfokus pada penguatan industri pangan lokal. Kajian ini menekankan pentingnya menjadikan 
pengembangan pangan lokal sebagai pilar utama dalam transformasi sistem pangan nasional. 
Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat responsif terhadap krisis global, tetapi juga diarahkan 
sebagai adaptasi struktural yang berkelanjutan melalui integrasi pangan lokal ke dalam kerangka 
kebijakan nasional. Dengan memperkuat produksi dan konsumsi pangan lokal secara sistematis, 
diharapkan Indonesia dapat membangun ketahanan pangan yang lebih tangguh, mandiri, dan berbasis 
pada potensi domestik. 
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METODOLOGI 

Landasan Teoritis dan Pendekatan Kebijakan  

Dalam merumuskan kebijakan pengembangan pangan lokal, berbagai pendekatan teoritis dan 
analitis dapat dijadikan landasan. Pendekatan tersebut mencakup perspektif pembangunan 
berkelanjutan, ekonomi kerakyatan, hingga pendekatan adaptif berbasis komunitas. Beberapa teori dan 
kerangka kerja yang relevan untuk dijadikan acuan dalam analisis dan formulasi kebijakan ditampilkan 
pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Landasan Teori Pendekatan untuk Merumuskan Kebijakan  

No. Konsep / Teori Penjelasan Singkat Relevansi terhadap Kebijakan 
Pengembangan Pangan Lokal 

1 Ketahanan Pangan (Food 
Security) - FAO (1996) 

Empat pilar: ketersediaan, 
akses, pemanfaatan, dan 
stabilitas pangan. 

Menjadi dasar kebijakan yang 
menjamin produksi pangan lokal dan 
distribusi merata serta sistem yang 
tahan krisis. 

2 Kemandirian Pangan / 
Kedaulatan Pangan - La Via 
Campesina (1996) 

Hak rakyat dan negara 
menentukan sistem pangan 
sendiri sesuai potensi lokal. 

Mendorong penguatan pangan lokal 
dan pembatasan ketergantungan 
impor melalui kebijakan berbasis 
wilayah dan budaya. 

3 Sistem Inovasi (Innovation 
System) - Hall et al. (2001) 

Inovasi hasil kolaborasi antar 
aktor: pemerintah, pelaku 
usaha, lembaga riset, dan 
masyarakat. 

Mengembangkan teknologi pangan 
lokal melalui sinergi antar pemangku 
kepentingan. 

4 Theory of Planned Behavior 
(TPB) - Ajzen (1991) 

Perilaku ditentukan oleh sikap, 
norma sosial, dan kontrol 
perilaku yang dirasakan. 

Mendorong konsumsi pangan lokal 
melalui edukasi gizi dan kampanye 
perubahan perilaku masyarakat. 

5 Pembangunan Berbasis 
Potensi Lokal - Ray (1998); 
van der Ploeg (2008) 

Pembangunan yang digerakkan 
oleh potensi internal wilayah dan 
partisipasi masyarakat. 

Memanfaatkan komoditas lokal 
sebagai kekuatan ekonomi desa dan 
menjaga keberagaman pangan. 

6 Diversifikasi Ketahanan 
Pangan - Bandumula (2017); 
McCouch & Rieseberg 
(2023) 

Ketahanan pangan harus 
mencakup ragam produksi, 
pengolahan, dan konsumsi. 

Menjadi dasar kebijakan diversifikasi 
pangan nasional yang memperkuat 
adaptabilitas dan kesehatan 
masyarakat. 

Sumber Data : diolah 

Dalam rangka merumuskan alternatif kebijakan pengembangan pangan lokal yang tepat sasaran 
dan berbasis evidence, diperlukan pemahaman terhadap pendekatan konseptual yang melandasinya. 
Sebagaimana dirangkum padaTabel 3, kerangka teoritis digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan 
arah kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan aktual, tetapi juga relevan dalam konteks 
pembangunan sistem pangan nasional yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan. 

Pertama, Konsep Ketahanan Pangan (Food Security) 

Konsep ketahanan pangan yang dirumuskan oleh FAO (1996) telah menjadi kerangka acuan global 
dalam merumuskan kebijakan pangan. Konsep ini dibangun di atas empat pilar utama. yaitu 
ketersediaan (availability), akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability). Keempat 
pilar tersebut menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan produksi, 
tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mengakses pangan bergizi secara berkelanjutan serta 
ketahanan sistem pangan terhadap berbagai guncangan. Dalam konteks pengembangan pangan lokal, 
kerangka ini menekankan pentingnya penguatan produksi domestik, peningkatan akses terhadap 
pangan bergizi, serta pembangunan sistem pangan yang mampu bertahan menghadapi krisis global. 
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Kedua, Konsep Kemandirian Pangan (Food Sovereignty) 

Kemandirian pangan merujuk pada kapasitas suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan 
pokok secara berkelanjutan melalui produksi dalam negeri dengan meminimalkan ketergantungan 
terhadap impor dan pengaruh eksternal (La Via Campesina, 1996). Pendekatan ini menekankan hak 
masyarakat untuk menentukan sistem pangan dan pertanian sesuai dengan nilai lokal, kondisi ekologi, 
dan kebutuhan sosial (Patel, 2009; Wittman et al., 2010). Dalam konteks pangan lokal, kemandirian 
pangan berarti memberikan ruang dan otoritas bagi daerah untuk mengembangkan sistem pangan 
berbasis potensi lokal melalui dukungan terhadap petani, UMKM, dan komunitas agar memiliki akses 
terhadap pasar, teknologi, serta kebijakan perlindungan. Diversifikasi pangan dipandang tidak hanya 
sebagai substitusi impor, tetapi juga sebagai perwujudan hak atas pangan yang berkeadilan dan 
bermartabat, sejalan dengan rekomendasi FAO (2022) dan HLPE (2020) mengenai pentingnya sistem 
pangan terdesentralisasi dan berbasis multi-komoditas. 

Ketiga, Inovasi Sistem Pangan Lokal 

Pendekatan sistem inovasi (innovation systems approach), memandang inovasi sebagai hasil 
interaksi antaraktor dalam suatu ekosistem, meliputi pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan 
masyarakat (Hall et al., 2001). Dalam pengembangan pangan lokal, pengembangan teknologi dan 
inovasi tidak bisa dilakukan secara terpisah, namun harus dibangun melalui ekosistem kolaboratif yang 
melibatkan berbagai pihak. Pemerintah berperan sebagai regulator, penyedia anggaran, dan fasilitator 
pelatihan; UMKM sebagai pelaku hilirisasi dan distribusi produk; lembaga riset dan perguruan tinggi 
sebagai penghasil inovasi teknologi; serta masyarakat, petani, dan konsumen sebagai pihak yang 
mengadopsi dan memanfaatkan inovasi tersebut. Kolaborasi antaraktor menjadi kunci untuk 
mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing produk pangan lokal, serta memperkuat ketahanan 
dan kemandirian pangan nasional. 

Keempat, Perubahan Perilaku Konsumen (Behavioral Change Communication) 

Pendekatan perubahan perilaku konsumen menjadi aspek penting dalam meningkatkan konsumsi 
pangan lokal. Theory of Planned Behavior (Ajzen,1991). menjelaskan bahwa perilaku konsumsi 
dipengaruhi oleh sikap individu, norma sosial, dan persepsi kemudahan dalam mengakses produk. 
Dalam konteks pangan lokal, persepsi positif terhadap nilai gizi dan keamanan produk, dukungan 
lingkungan sosial, serta ketersediaan produk yang terjangkau dan praktis menjadi faktor kunci dalam 
mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat 

Kelima, Pembangunan Berbasis Potensi Lokal (Endogenous Development) 

Pendekatan ini menekankan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan internal daerah melalui 
pemanfaatan sumber daya lokal, partisipasi aktif masyarakat, serta penghargaan terhadap keragaman 
budaya dan ekologi setempat (Ray, 1998; van der Ploeg, 2008). Dalam sistem pangan lokal, 
pendekatan ini relevan untuk mengoptimalkan potensi komoditas seperti jagung, sagu, singkong, 
sorgum, talas, dan ubi yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, budaya konsumsi 
tradisional serta kelembagaan lokal, termasuk kelompok tani dan UMKM pangan, merupakan modal 
sosial penting dalam transformasi sistem pangan daerah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada 
peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal, pelestarian kearifan pangan, dan 
kemandirian berbasis wilayah. 

Keenam, Ketahanan Pangan Berbasis Keragaman (Diversified Food Security System) 

Sistem ketahanan pangan yang mengedepankan keragaman menempatkan pangan lokal sebagai 
unsur vital dalam menciptakan sistem yang tangguh, sehat, dan adaptif terhadap perubahan. Di 
berbagai wilayah Indonesia, komoditas lokal seperti sagu, pisang, jagung, singkong, ubi, dan sorgum 
sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber nutrisi dan karbohidrat alternatif. Namun, dominasi 
konsumsi beras dan produk gandum masih menjadi tantangan, diperparah oleh persepsi masyarakat 
yang menganggap pangan berbasis impor lebih bergengsi dan praktis. 

Pendekatan ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak seharusnya bergantung pada satu 
komoditas utama. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi pada tiga level, yaitu diversifikasi produksi 
sesuai karakteristik agroekosistem lokal, diversifikasi pengolahan melalui inovasi produk pangan 
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bernilai tambah, serta diversifikasi konsumsi melalui edukasi pola makan beragam dan bergizi. Strategi 
diversifikasi tersebut terbukti mampu meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas sistem pangan dalam 
menghadapi perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global (Bandumula, 2017; McCouch & 
Rieseberg, 2023) 

Diversifikasi pangan lokal juga sejalan dengan agenda nasional dan global seperti RPJMN dan 
SDGs, khususnya Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan) dan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab). Oleh karena itu, perlu disusun Rencana Aksi Nasional Diversifikasi Pangan yang 
memuat dukungan nyata seperti insentif produksi, skema pembelian publik, penguatan kelembagaan 
lokal, serta kampanye konsumsi pangan lokal yang efektif. Berdasarkan kerangka teori yang telah 
dibahas, penulis menyimpulkan bahwa strategi paling tepat dalam kebijakan pengembangan pangan 
lokal adalah melalui pendekatan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal yang berbasis potensi 
wilayah, inovasi sistem, dan dukungan perubahan perilaku konsumsi. 

Metode dan Pendekatan Kajian  

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan literatur dan analisis 
kebijakan sebagai landasan utama. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu 
menggambarkan secara komprehensif dinamika permasalahan pangan lokal serta konteks kebijakan 
yang melingkupinya, khususnya dalam memahami interaksi antara aktor, kebijakan, dan struktur sistem 
pangan (Creswell, 2014; Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Maxwell, 2012). Metode tinjauan literatur 
digunakan untuk mensintesis temuan-temuan ilmiah terkait diversifikasi pangan, industrialisasi pangan 
lokal, dan ketahanan pangan, yang telah banyak diterapkan dalam kajian sistem pangan dan 
pembangunan pertanian (FAO, 2022; HLPE, 2020). 

Data dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel, meliputi publikasi jurnal ilmiah, laporan resmi 
lembaga pemerintah, dokumen organisasi internasional, serta hasil penelitian akademik terkini yang 
relevan dengan isu diversifikasi dan pengembangan industri pangan lokal. Penggunaan beragam 
sumber ini bertujuan untuk meningkatkan validitas analisis melalui triangulasi data dan perspektif 
(Bowen, 2009), sekaligus memastikan bahwa kajian mencerminkan kondisi empiris serta arah kebijakan 
aktual. 

Proses analisis dilakukan secara induktif, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan 
pokok terkait konsumsi, produksi, dan distribusi pangan lokal di Indonesia. Selanjutnya dilakukan 
pemetaan kendala struktural dan peluang strategis pada sektor pangan lokal. Pada tahap ini, kebijakan-
kebijakan yang telah diterapkan ditelaah secara sistematis untuk menilai efektivitasnya serta 
mengidentifikasi ruang perbaikan maupun inovasi kebijakan (Dunn, 2018; Howlett & Ramesh, 2014). 
Pendekatan ini memungkinkan kajian untuk menangkap keterkaitan antara faktor ekonomi, sosial, 
kelembagaan, dan kebijakan dalam sistem pangan nasional. 

Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan menerapkan prinsip kebijakan 
berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga setiap alternatif kebijakan yang diusulkan didasarkan 
pada temuan empiris, praktik terbaik, dan pembelajaran dari pengalaman nasional maupun 
internasional (Head, 2016; Nutley, Walter, & Davies, 2007). Pendekatan ini bertujuan memastikan 
bahwa usulan yang diberikan bersifat kontekstual, dapat diimplementasikan, serta sejalan dengan 
tujuan pembangunan sistem pangan nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. 

Selain itu, kajian ini menggunakan pendekatan multi-kriteria untuk menyusun prioritas kebijakan 
yang lebih terarah dan berbasis data. Pendekatan multi-kriteria dinilai relevan dalam kajian kebijakan 
pangan karena mampu mempertimbangkan berbagai dimensi secara simultan, seperti ketahanan 
pangan, nilai tambah ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial (Belton & Stewart, 2002; 
OECD, 2020). Alternatif kebijakan yang diusulkan berfokus pada pengembangan industri pangan lokal 
yang inovatif, berdaya saing, dan terintegrasi, dengan komoditas sumber karbohidrat lokal seperti 
sorgum, singkong, talas, jagung, dan sagu sebagai basis utama. Strategi ini tidak hanya diarahkan untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap gandum dan beras, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian 
pangan, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian lokal, serta menggerakkan ekonomi pedesaan 
secara inklusif (Patel, 2009; van der Ploeg, 2008). Melalui pemetaan masalah yang sistematis dan 
pendekatan analitis yang terukur, reformasi ketahanan pangan nasional dapat diarahkan secara lebih 
efektif menuju sistem pangan yang mandiri, resilien, dan berkelanjutan. 
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Secara singkat, alur kajian dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Pengembangan Industri Pangan Lokal 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Strategis Pangan Lokal  

Pangan lokal merupakan bahan pangan yang tumbuh, diproduksi, dan dikonsumsi secara turun-
temurun oleh masyarakat di suatu wilayah, baik dalam bentuk mentah maupun olahan serta 
berkembang seiring dengan adaptasi terhadap kondisi agroekologi dan budaya setempat. Karakteristik 
pangan lokal umumnya selaras dengan sumber daya alam lokal, sistem produksi tradisional, dan pola 
konsumsi masyarakat yang diwariskan secara intergenerasional (FAO, 2019; HLPE, 2020). Di 
Indonesia, pangan lokal mencakup berbagai sumber karbohidrat nonberas seperti singkong, jagung, 
ubi jalar, sagu, dan sorgum, serta beragam sayuran dan buah-buahan yang dibudidayakan dan 
dimanfaatkan secara lokal (Badan Ketahanan Pangan, 2020). 

Dalam konteks ketahanan pangan nasional, pangan lokal memiliki peran strategis yang tidak dapat 
diabaikan, terutama sebagai instrumen diversifikasi konsumsi. Diversifikasi pangan berbasis komoditas 
lokal dinilai efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap beras dan tepung terigu yang bahan 
bakunya berasal dari gandum impor (Ariani & Suryana, 2019; FAO, 2022). Ketergantungan yang tinggi 
terhadap komoditas impor tersebut meningkatkan kerentanan sistem pangan nasional terhadap disrupsi 
eksternal, seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta volatilitas 
harga pangan internasional (OECD, 2020; HLPE, 2021). Dengan memperluas basis konsumsi 
karbohidrat dari komoditas lokal, sistem pangan nasional menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam 
menghadapi berbagai tekanan global. 

Selain aspek konsumsi, pengembangan pangan lokal juga berkontribusi signifikan terhadap 
penguatan ekonomi perdesaan. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan pangan lokal, 
pengembangan usaha mikro dan kecil, serta pemasaran berbasis komunitas terbukti mampu 
meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja di 
wilayah perdesaan (van der Ploeg, 2008; FAO, 2019). Model pengembangan ini mendorong 
terbentuknya struktur ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan, karena manfaat ekonomi tidak 
hanya terpusat pada rantai distribusi besar, tetapi juga dinikmati oleh produsen di tingkat lokal (Patel, 
2009). 

Dari perspektif keberlanjutan lingkungan, pangan lokal memiliki keunggulan karena sistem 
budidayanya umumnya disesuaikan dengan karakteristik ekologis wilayah setempat. Komoditas pangan 
lokal cenderung lebih adaptif terhadap variabilitas iklim, membutuhkan input eksternal yang relatif lebih 



 

63 | J u r n a l  P e r e n c a n a a n  P e m b a n g u n a n  P e r t a n i a n  
 

rendah, serta berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati pertanian (Altieri, Nicholls, & 
Montalba, 2017; IPBES, 2019). Pola produksi ini mendukung pembangunan sistem pangan yang tidak 
hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dalam jangka panjang. 

Dengan berbagai manfaat tersebut, integrasi pangan lokal ke dalam sistem pangan nasional bukan 
sekadar pilihan alternatif, melainkan kebutuhan strategis dalam upaya membangun ketahanan dan 
kedaulatan pangan. Penguatan peran pangan lokal berpotensi memperkuat dimensi ekonomi, sosial, 
dan ekologis dari sistem pangan nasional, serta mempercepat transformasi sistem pangan Indonesia 
menuju arah yang lebih mandiri, resilien, dan berkelanjutan (HLPE, 2020; FAO, 2022). 

Dinamika Konsumsi Pangan Lokal  

Pergeseran pola konsumsi pangan nasional telah menciptakan bentuk ketergantungan baru yang 
berisiko, tidak hanya terhadap gandum impor melalui produk berbasis terigu, tetapi juga terhadap beras 
sebagai pangan pokok domestik. Ketergantungan yang bersifat ganda ini meningkatkan kerentanan 
sistem pangan nasional ketika terjadi gangguan iklim seperti El Niño, banjir, atau kekeringan yang 
berpotensi menekan produksi dan stok beras dalam negeri (FAO, 2022; OECD, 2023). Ironisnya, di 
tengah agenda diversifikasi pangan, tren konsumsi masyarakat justru memperkuat dominasi dua 
sumber karbohidrat utama tersebut. Tanpa kebijakan yang terkoordinasi dan konsisten, kondisi ini 
berpotensi menimbulkan kontradiksi dalam agenda kedaulatan pangan nasional, di mana dorongan 
pemanfaatan pangan lokal berjalan bersamaan dengan penguatan struktur ketergantungan yang rentan 
terhadap gangguan domestik dan global (HLPE, 2020). 

Dari aspek sosial, rendahnya literasi gizi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola 
konsumsi pangan yang sehat masih menjadi hambatan utama dalam mendorong diversifikasi pangan. 
Banyak kelompok masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah, 
belum terbiasa mengadopsi prinsip konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman 
(B2SA). Kurangnya edukasi gizi turut memperlambat implementasi kebijakan diversifikasi pangan 
(Begley et al., 2019; West et al., 2020). Tanpa intervensi edukasi yang berkelanjutan, perubahan 
perilaku konsumsi masyarakat akan sulit dicapai secara menyeluruh. 

Selain faktor sosial, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan 
turut mendorong peningkatan konsumsi pangan instan berbahan dasar terigu. Dominasi produk 
berbasis gandum impor dalam segmen pangan olahan memperkuat ketergantungan eksternal dan 
memberikan tekanan tambahan terhadap neraca perdagangan pangan nasional (FAO, 2023). 
Ketahanan pangan nasional menjadi semakin rentan karena sistem produksi dan industri dalam negeri 
belum sepenuhnya mampu menyediakan alternatif pangan lokal yang kompetitif dari sisi harga, 
ketersediaan, dan kemudahan konsumsi. 

Perkembangan konsumsi pangan lokal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjunjukkan 
pola fluktuatif dengan kecenderungan yang belum mengarah pada peningkatan yang konsisten, salah 
satunya komoditas ubikayu sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Data konsumsi per kapita 
menunjukkan bahwa ubikayu masih berperan sebagai pangan alternatif dan belum menjadi bagian 
utama dalam pola konsumsi harian masyarakat (BPS, Susenas 2019–2023). Pada periode sebelum 
tahun 2021, konsumsi ubikayu relatif lebih tinggi, seiring dengan perannya sebagai sumber karbohidrat 
substitusi di sejumlah wilayah. Namun, setelah periode tersebut, konsumsi ubikayu mengalami 
penurunan dan belum sepenuhnya pulih, meskipun pada tahun 2023 tercatat adanya peningkatan tipis 
dibandingkan tahun 2022 (BPS, 2024).  

Di sisi lain, konsumsi pangan lokal lainnya seperti ubi jalar, jagung, sagu, dan talas menunjukkan 
kecenderungan menurun, terutama di wilayah perkotaan dan pada kelompok usia muda. Penurunan 
konsumsi ini berlangsung bersamaan dengan meningkatnya konsumsi pangan olahan dan instan 
berbahan dasar tepung terigu, yang didorong oleh preferensi gaya hidup praktis, kemudahan akses, 
serta dominasi produk berbasis gandum impor di pasar pangan nasional (BPS, Susenas 2023). Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa meskipun pangan lokal masih tersedia secara fisik, daya saingnya dalam 
sistem konsumsi nasional semakin melemah.  

Padahal, pangan lokal memiliki keunggulan strategis dari sisi keberlanjutan produksi, keragaman 
gizi, serta kontribusinya terhadap penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Namun 
demikian, rendahnya literasi pangan, persepsi negatif terhadap pangan lokal yang masih dianggap 



 

64 | J u r n a l  P e r e n c a n a a n  P e m b a n g u n a n  P e r t a n i a n  
 

inferior, serta kuatnya budaya konsumsi produk pangan modern menjadi kendala utama dalam 
mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih beragam dan berkelanjutan.  

 

  Sumber: SUSENAS (2023), diolah  

Gambar 3. Perkembangan Konsumsi Per Kapita Ubikayu di Indonesia, 2019–2023 

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ketahanan pangan tidak semata-mata bersumber 
dari sisi produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, perilaku konsumsi, dan struktur sistem 
pangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan masalah tidak bisa dilakukan secara sektoral 
atau parsial. Diperlukan pemetaan masalah yang komprehensif dan berbasis data untuk mengetahui 
isu-isu prioritas yang perlu segera diintervensi melalui kebijakan yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. 

Untuk menentukan prioritas kebijakan dalam mengatasi masalah pangan, digunakan metode USG 
(Urgency, Seriousness, Growth) yang menilai tingkat keurgensian isu, keparahan dampaknya, dan 
potensi perkembangan menjadi lebih kompleks jika tidak segera ditangani. Metode ini dipilih karena 
mampu memberikan kerangka analitis yang objektif dan sistematis, terutama dalam kondisi 
keterbatasan sumber daya. Selain itu, pendekatan USG juga memperkuat komunikasi antar pemangku 
kepentingan karena bersifat kuantitatif dan transparan (Bardach & Patashnik, 2015; Ishizaka & Nemery, 
2013; Young & Quinn, 2002). 

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) seperti 
disajikan pada Tabel 3, bahwa akar masalah utama yang paling mendesak untuk diatasi dalam konteks 
ketahanan pangan nasional adalah ketergantungan struktural terhadap sistem pangan berbasis 
gandum impor. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari belum berkembangnya ekosistem industri 
pangan lokal yang mampu menghasilkan alternatif tepung dari komoditas dalam negeri seperti 
singkong, sorgum, dan sagu. Ketergantungan tersebut tidak hanya memperlemah kemandirian pangan, 
tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap gangguan pasokan global yang kian tidak menentu 
akibat krisis iklim dan konflik geopolitik. Jika tidak diintervensi secara strategis, situasi ini akan 
memperburuk ketahanan pangan nasional, sekaligus menekan kemampuan domestik dalam 
membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. 

Tabel 3. Penilaian USG (Urgency, Seriousness, Growth)  

No. Daftar Masalah Urgency  Seriousness  Growth  Total Nilai 

1 Ketergantungan struktural terhadap 
sistem pangan berbasis 
gandum/terigu 

5 5 5 15 

2 Rendahnya konsumsi pangan lokal 
masyarakat 

4 4 4 12 

3 Belum optimalnya riset dan inovasi 
pangan lokal 

4 4 3 11 

4 Rendahnya literasi gizi dan pola 
konsumsi di masyarakat luas 

3 3 4 10 

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan metode USG (2025) 

Keterangan : Skala Penilaian 

• Urgency: 1 (tidak perlu segera ditangani) → 5 (harus segera ditangani) 

• Seriousness: 1 (dampaknya kecil) → 5 (dampaknya besar bagi masyarakat/negara) 

• Growth: 1 (masalah tidak bertambah kompleks jika dibiarkan) → 5 (masalah makin membesar jika dibiarkan). 
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Pengembangan Industri Pangan Lokal  

Sebagai respons terhadap tantangan ketahanan pangan nasional dan tingginya ketergantungan 
pada pangan impor terutama gandum, diperlukan serangkaian alternatif kebijakan yang mampu 
membangun sistem pangan berbasis sumber daya domestik. Alternatif kebijakan ini harus tidak hanya 
bersifat adaptif terhadap dinamika global, tetapi juga mendorong transformasi struktural yang 
berkelanjutan di sektor pangan. Salah satu strategi penting yang dapat diambil adalah pengembangan 
industri pengolahan pangan lokal, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui 
optimalisasi potensi komoditas lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis telah mendorong pola konsumsi makanan 
ke arah yang lebih instan, praktis, dan cepat saji. Fenomena ini berkontribusi pada peningkatan 
konsumsi produk berbasis terigu secara signifikan, meskipun terdapat upaya kuat dari pemerintah dan 
berbagai pihak untuk mendorong diversifikasi konsumsi pangan serta pemanfaatan bahan pangan lokal. 
Ironisnya, terigu yang banyak dikonsumsi tersebut berasal dari gandum, komoditas yang tidak tumbuh 
di Indonesia karena keterbatasan agroklimat dan lahan. Akibatnya, hampir seluruh kebutuhan gandum 
nasional dipenuhi melalui impor, sehingga ketergantungan terhadap pasar global dalam hal pangan 
menjadi sangat tinggi. Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan 
keanekaragaman sumber daya pangan lokal, mulai dari umbi-umbian seperti singkong, suweg, talas; 
serealia lokal seperti jagung, sorgum, hingga sagu. Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk 
membentuk sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan. 

Namun demikian, produk olahan pangan lokal hingga saat ini masih belum mampu bersaing secara 
luas dengan olahan pangan berbasis tepung terigu, baik dari segi kualitas, ketersediaan, maupun harga. 
Keterbatasan teknologi pengolahan, skala produksi kecil, serta lemahnya promosi dan branding menjadi 
kendala utama dalam meningkatkan daya saing pangan lokal di pasar domestik. Situasi ini diperparah 
oleh dominasi impor gandum dalam industri pangan, yang menciptakan ketergantungan struktural yang 
bertentangan dengan semangat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.  

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal merupakan salah satu strategi utama untuk 
memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah. Potensi komoditas lokal sangat besar namun belum 
terkelola secara optimal karena lemahnya hilirisasi. Salah satu upaya mengangkat nilai komoditas 
pangan lokal adalah dengan melakukan industri produk pangan lokal. Penguatan industri pengolahan 
tidak hanya menyerap hasil panen petani, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan 
kerja, serta mengurangi ketergantungan pada impor komoditas pangan pokok (Subagio & Rofiq, 2025). 

Industri pangan lokal yang paling nyata dan dinilai berdampak signifikan adalah dengan mengolah 
komoditas pangan lokal menjadi produk dasar berupa tepung.Tepung pangan lokal nantinya dapat 
digunakan sebagai bahan baku pengolahan aneka produk pangan lokal yang dapat dikonsumsi oleh 
masyarakat dan kedepannya diharapkan mampu menjadi bahan substitusi tepung terigu di industri 
pangan. Ini menjadi langkah strategis karena sebagian besar industri makanan modern terutama produk 
olahan siap saji berbasis tepung, seperti roti, mie, biskuit, dan makanan beku.  

Tepung merupakan bentuk yang serbaguna, tahan lama, mudah disimpan dan diproses, serta 
memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibanding bahan segar. Mengingat industri makanan berbasis tepung 
berkembang sangat pesat di Indonesia. Sebagaimana data pemerintah, sektor industri makanan dan 
minuman, yang mencakup produk olahan berbasis tepung, merupakan kontributor terbesar terhadap 
PDB industri pengolahan nonmigas di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja dan output ekonomi (Ministry of Industry, 2024). sehingga dengan menjadikan tepung 
sebagai bentuk hilir dari komoditas lokal seperti singkong (mocaf), jagung, suweg, talas, sagu, dan 
sorgum adalah kunci untuk masuk ke rantai pasok industri pangan nasional. Pengembangan produk 
substitusi tepung pangan lokal telah terbukti mampu menggantikan sebagian kebutuhan tepung terigu 
berbasis gandum. Pengolahan pangan lokal menjadi tepung juga merupakan pilihan terbaik karena: (1) 
penggunaannya praktis sehingga dapat langsung diolah menjadi makanan siap saji/siap santap, (2) 
teknologi pengolahan tepung sangat mudah dikuasai dan murah biayanya, sehingga para pelaku usaha 
skala kecil menengah dapat mengembangkan usaha ini (3) tepung mudah difortifikasi dengan nutrisi 
yang diperlukan seperti vitamin dan mineral dan (4) masyarakat telah terbiasa mengkonsumsi makanan 
berasal dari tepung (Nasution, 2008).  

Berbagai studi menunjukkan bahwa tepung berbasis komoditas lokal seperti sorgum dan mocaf 
(modified cassava flour) memiliki potensi sebagai substitusi parsial tepung terigu dalam produk pangan 
populer, meskipun sebagian besar penelitian masih dilakukan pada skala laboratorium atau pilot. 
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Uswatuna dkk. (2023) menunjukkan bahwa substitusi 20% tepung sorgum dengan penambahan 0,5% 
glukomanan menghasilkan produk mie dengan tingkat penerimaan konsumen yang cukup baik, 
meskipun karakteristik tekstur masih memerlukan penyempurnaan.Penelitian lain oleh Ihromi dkk. 
menunjukkan bahwa substitusi hingga 75% tepung terigu menggunakan tepung mocaf masih mampu 
menghasilkan kue kering dengan kualitas kimia dan organoleptik yang baik.  

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa secara teknis substitusi tepung lokal 
memungkinkan untuk dikembangkan, namun diperlukan peningkatan skala produksi, standardisasi 
mutu, serta dukungan industri agar dapat diimplementasikan secara luas.Pengembangan pangan lokal 
sebagai substitusi tepung terigu sebenarnya telah mulai diupayakan oleh masyarakat, khususnya 
melalui industri rumahan dan UMKM, yang memproduksi tepung alternatif seperti tepung mocaf 
(singkong), tepung jagung, tepung sagu, dan tepung suweg atau talas. Inisiatif ini menunjukkan adanya 
kesadaran dan potensi lokal dalam mengurangi ketergantungan pada gandum impor. 

Namun, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Produksi tepung lokal sebagian 
besar masih dilakukan dalam skala kecil dan sporadis, yang berdampak pada beberapa aspek penting: 

1. Harga jual produk tinggi 

Proses produksi belum efisien dan skala belum ekonomis, harga tepung lokal sering kali lebih mahal 
daripada tepung terigu industri yang telah terstandar dan didistribusikan secara masif. Hal ini 
menyulitkan produk lokal bersaing di pasar terbuka. 

2. Keterbatasan kontinyuitas pasokan 

Produksi tepung lokal sangat bergantung pada musim panen, ketersediaan bahan baku segar, dan 
tenaga kerja lokal. Tanpa adanya rantai pasok yang terintegrasi, kontinuitas suplai menjadi tidak stabil, 
yang berisiko mengganggu aktivitas UMKM pengolah lanjutan (seperti roti, mie, atau kue lokal). 

3. Keterbatasan infrastruktur dan dukungan teknologi 

Banyak pengrajin tepung lokal belum memiliki alat produksi modern seperti pengering (dryer), 
penggiling (miller) dan fasilitas standarisasi mutu yang memadai. Hal ini menyebabkan hasil akhir belum 
seragam dari segi tekstur, warna, dan aroma, yang memengaruhi daya terima konsumen industri. 

Langkah Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal  

Untuk itu perlu didorong agar tepung alternatif lokal mampu masuk ke sistem pangan nasional, 
diperlukan intervensi kebijakan yang lebih sistemik. Dengan demikian, untuk mewujudkan 
pengembangan bisnis dan industri pangan lokal agar mampu bersaing dengan terigu sebagai bahan 
pangan masa kini yang praktis instan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: 

1. Identifikasi Komoditas Unggulan Lokal 

Melakukan pemetaan komoditas pangan lokal (seperti singkong, jagung, sagu, talas, suweg, 
sorgum) berdasarkan potensi wilayah dengan melibatkan dinas pertanian, pangan, dan Bappeda untuk 
memastikan kesesuaian dengan RPJMD dan RPJMN. Sebagai contoh Provinsi di Kepulauan Maluku 
dan Papua fokus pada sagu; Nusa Tenggara Timur pada sorgum dan jagung; Jawa Tengah pada 
singkong (mocaf). 

2. Pembangunan Sentra Pengolahan dan Industri Hilir 

Mendirikan atau merevitalisasi industri pengolahan skala kecil-menengah di daerah, seperti pabrik 
tepung mocaf, rumah pengering sagu, atau pengolahan mie jagung. Hal ini dapat mengunakan 
pendekatan klaster industri pangan lokal agar ada ekosistem dari hulu ke hilir yaitu petani → pengolah 
→ distributor → konsumen. Penyediaan teknologi tepat guna seperti pengering, penggiling, fermentor, 
serta fasilitas sertifikasi halal dan PIRT menjadi hal krusial. 

3. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Pangan Lokal 

Dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi beberapa yang diperlukan yaitu fasilitasi pelatihan, 
pendampingan, dan akses modal untuk pelaku usaha pangan lokal serta mendorong pembentukan 
koperasi pangan lokal yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan pemasaran. Contoh praktik 
baik adalah koperasi pengolahan mocaf di Banyumas yang telah berhasil melakukan ekspor ke Jepang 
dan Korea. 
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4. Penguatan Riset dan Inovasi Teknologi 

Dalam mengembangkan industri pangan lokal perlu menggandeng perguruan tinggi, BRIN, dan 
lembaga riset untuk mengembangkan inovasi produk olahan berbasis lokal (mie instan dari singkong, 
beras analog dari jagung) dan teknologi penyimpanan dan pengemasan agar awet dan kompetitif. Pada 
kondisi ini kolaborasi triple helix (akademisi–industri–pemerintah) penting untuk inovasi berkelanjutan. 

5. Kebijakan Insentif dan Perlindungan 

Dalam pengembangan industri, pelaku industri pangan lokal mempunyai kedudukan yang sama 
dengan industri lainnya sehingga perlu diberikan insentif fiskal, pembiayaan KUR, dan subsidi peralatan 
agar maju dan berkembang serta dapat bersaing. Agar dapat berkembang lebih cepat, pemerintah juga 
perlu membuat regulasi yang mengutamakan penggunaan tepung lokal di pada program-program yang 
dilakukan oleh lembaga pemerintahan (Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, kudapan rapat 
berbahan baku tepung lokal, pemberian bantuan pangan, dan lain-lain). Dalam hal ini, instrumen 
kebijakan bisa berupa Peraturan Daerah, Kepres, atau insentif pajak. 

6. Pemasaran dan Edukasi Konsumen 

Pemasaran dan edukasi menjadi bagian yang penting dan tidak boleh dilupakan dalam 
pengembangan industri pangan lokal. Agar menarik minat masyarakat dan generasi muda, perlu 
membangun branding pangan lokal sebagai pangan sehat, bergizi, dan patriotik. Selain itu, edukasi 
masyarakat melalui kampanye “Cinta Pangan Nusantara”, festival pangan lokal, dan program food 
influencer berbasis lokal. Produk lokal juga perlu dikemas secara modern agar diminati oleh generasi 
muda. 

Dengan demikian, untuk mewujudkan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal 
membutuhkan: (1) kekuatan komoditas lokal (basis produksi), (2) dukungan infrastruktur dan teknologi 
(proses), (3) kebijakan dan insentif (dukungan struktural), (4) kesadaran dan preferensi konsumen 
(pasar). Kebijakan pengembangan klaster industri pangan lokal juga perlu diarahkan agar berbasis pada 
komoditas unggulan wilayah, sehingga memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung agenda 
ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Jika strategi ini dijalankan secara terintegrasi, Indonesia 
akan mampu mengurangi ketergantungan impor gandum (sebagai bahan baku tepung terigu) dan 
membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Strategi ini juga mampu meningkatkan 
pendapatan petani melalui pemanfaatan komoditas lokal bernilai ekonomi tinggi seperti porang, sorgum, 
atau ubi ungu serta menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi perempuan dan pemuda desa 
dalam kegiatan pascapanen, pengolahan makanan, dan pemasaran. Hal ini sejalan dengan (FAO et al., 
2019) yang menyatakan bahwa diversifikasi rantai nilai pangan lokal memiliki korelasi positif dengan 
pengurangan kemiskinan pedesaan dan peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga. 

Selanjutnya, studi (Ishizaka & Nemery, 2013) menekankan bahwa multi-criteria evaluation adalah 
alat yang tepat untuk menimbang efektivitas dan kelayakan kebijakan publik di tengah kompleksitas dan 
keterbatasan sumber daya. Dalam konteks Indonesia, hasil evaluasi ini memberikan dasar ilmiah dan 
strategis untuk memprioritaskan pengembangan pangan lokal dalam perumusan RPJMN 2025–2029 
serta sebagai pendekatan lintas sektoral dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs), khususnya SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 13 (Climate Action). 

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menentukan alternatif kebijakan terbaik dalam mendorong 
industri pangan lokal berbasis tepung, digunakan enam kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, dukungan 
kelembagaan, kelayakan teknis, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Alternatif kebijakan industri pangan 
lokal berbasis multikriteria ditampilkan pada Tabel 4. 

Berdasarkan hasil penilaian, kebijakan pembangunan sentra produksi tepung lokal skala UMKM 
dipilih sebagai alternatif utama karena memiliki efektivitas tinggi dalam menciptakan nilai tambah di 
daerah, memperkuat rantai pasok lokal, dan mampu menggerakkan sektor ekonomi masyarakat bawah 
secara inklusif dan berkelanjutan.  
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Tabel 4. Alternatif Kebijakan Industri Pangan Lokal Berbasis Multi-Kriteria 

Alternatif 
Kebijakan 

Efektivitas Efisiensi Dukungan Kelayakan Keadilan Keberlanjutan Total 

1. Pembangunan 
sentra produksi 
tepung lokal skala 
UMKM 

5 4 4 5 5 5 28 

2. Insentif fiskal 
dan KUR untuk 
pelaku industri 
pangan 

4 5 5 4 4 4 26 

3. Subsidi produk 
tepung lokal untuk 
masuk pasar retail 

4 4 4 3 4 3 22 

Sumber : Diolah dari berbagai literatur dan hasil analisis penulis (2025) 

Keterangan : Skor diberikan berdasarkan evaluasi kriteria (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi). 

Pemilihan tersebut didasarkan pada kriteria evaluasi yaitu:  

1. Efektivitas Tinggi 

Kebijakan ini secara langsung meningkatkan produksi tepung lokal (mocaf, sorgum, talas, suweg) 
yang dapat digunakan sebagai substitusi tepung terigu. Pusat produksi skala UMKM tersebar di daerah 
berpotensi meningkatkan akses dan penggunaan bahan baku lokal secara nasional. 

2. Efisiensi Biaya dan Manfaat 

Biaya investasi dalam pengembangan UMKM lebih rendah dibanding industri besar, namun 
manfaatnya sangat tinggi: menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan ekonomi desa, dan mengurangi 
nilai impor gandum. 

3. Kelayakan Teknis 

Teknologi pembuatan tepung mocaf dan tepung lokal lainnya relatif sederhana, dapat dimiliki oleh 
UMKM dengan pelatihan dasar dan mesin skala kecil-menengah. 

4. Dukungan Kelembagaan dan Politik 

Dukungan regulasi dari pemerintah pusat (Bapanas, Kementan, Kemendag) serta peluang 
kolaborasi dengan industri besar sebagai off-taker memberi ruang bagi integrasi kebijakan lintas sektor. 

5. Keadilan dan Inklusivitas 

Sentra produksi ini berpeluang besar melibatkan petani singkong, kelompok tani perempuan, 
koperasi lokal, dan UMKM pangan sebagai bagian dari rantai nilai (value chain), sehingga mendukung 
ekonomi rakyat. 

6. Keberlanjutan Tinggi 

Dengan rantai pasok yang berbasis lokal dan penguatan kapasitas produksi domestik, kebijakan ini 
dapat berjalan jangka panjang dan memperkuat sistem pangan nasional yang mandiri dan tangguh. 

Strategi Pengembangan Industri Pangan Lokal sebagai Antisipasi Krisis Pangan Global  

Pengembangan industri pangan lokal menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat 
ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada komoditas impor, khususnya 
gandum. Pemanfaatan sumber pangan lokal seperti singkong, sagu, talas, jagung, dan sorgum tidak 
hanya menghadapi variasi iklim ekstrem, tetapi juga mendukung diversifikasi konsumsi masyarakat, 
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sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong mitigasi risiko krisis pangan global (Hardono, 2022; 
FAO, 2021). 

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi pengembangan industri pangan lokal mencakup beberapa 
aspek yang saling terkait. Pertama, diversifikasi produk dan hilirisasi pangan lokal melalui pengolahan 
menjadi tepung lokal, snack, mie, dan makanan siap saji memungkinkan produk lokal bersaing di pasar 
modern sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini secara langsung mengurangi 
ketergantungan pada impor terigu dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan (Hardono, 2022; 
Kementerian Pertanian, 2020; Setiawan, 2021). 

Kedua, penguatan rantai nilai dan kelembagaan merupakan faktor penting dalam pengembangan 
industri pangan lokal. Koperasi tani, asosiasi produsen, dan UMKM memfasilitasi koordinasi antara 
petani, pengolah, distributor, dan konsumen, serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan, 
pelatihan teknis, dan standar mutu. Dukungan kelembagaan ini menciptakan ekosistem pangan lokal 
yang lebih tangguh terhadap disrupsi pasokan (Garrity et al., 2024; van der Ploeg, 2008). 

Ketiga, adopsi teknologi tepat guna dan inovasi produk memperkuat daya saing industri pangan 
lokal. Pengolahan yang efisien, teknik penyimpanan modern, dan riset pengembangan produk 
meningkatkan kualitas dan konsistensi produk, sementara kolaborasi antara pemerintah, perguruan 
tinggi, dan pelaku usaha mempercepat penerapan teknologi di sektor ini (Rahmawati, 2021; Agraris, 
2020). 

Keempat, edukasi dan perubahan perilaku konsumen menjadi elemen penting untuk memastikan 
keberlanjutan industri pangan lokal. Kampanye publik dan literasi gizi mendorong masyarakat memilih 
produk lokal yang sehat dan bernilai ekonomi tinggi, sehingga meningkatkan permintaan pasar 
sekaligus memperkuat keberlanjutan industri nasional (Prasetyo & Hidayat, 2020; Setiawan, 2021). 

Kelima, kebijakan pendukung dan insentif dari pemerintah, termasuk pemberian insentif fiskal, 
dukungan pembelian publik, dan pembangunan infrastruktur distribusi, menjadi faktor pendorong 
utama. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan 
secara efektif dan konsisten (Kementerian Pertanian, 2020; FAO, 2021; Susanto, 2020). 

Terakhir adalah integrasi ke dalam sistem ketahanan pangan nasional. Pengembangan industri 
pangan lokal yang terintegrasi melalui diversifikasi produk, penguatan kelembagaan, teknologi, edukasi, 
dan kebijakan pendukung menjadi strategi komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan 
nasional. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kerentanan terhadap disrupsi pasokan global, tetapi 
juga memastikan ketersediaan pangan yang beragam dan stabil di seluruh wilayah Indonesia (Hardono, 
2022; FAO, 2021; Kementerian Pertanian, 2020). 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN  

Kesimpulan 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan di tengah 
krisis global adalah tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas pangan strategis, khususnya 
gandum yang menjadi bahan baku utama tepung terigu. Ketergantungan ini semakin diperparah oleh 
perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung menyukai produk makanan instan, cepat saji, 
dan praktis yang sebagian besar menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasar. Padahal, gandum 
tidak dapat dibudidayakan secara optimal di Indonesia akibat keterbatasan iklim dan karakteristik lahan, 
sehingga menjadikan sistem pangan nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan 
global.  

Untuk itu perlu adanya strategi pengembangan industri pangan lokal sebagai antisipasi terhadap 
krisis pangan global dapat ditempuh melalui diversifikasi produk dan hilirisasi pangan lokal, penguatan 
rantai nilai dan kelembagaan, penerapan teknologi tepat guna serta inovasi produk, edukasi dan 
perubahan perilaku konsumen, serta kebijakan pendukung dan insentif dari pemerintah. 

Dalam konteks tersebut, penguatan pangan lokal menjadi kunci untuk membangun sistem pangan 
yang lebih mandiri dan resilien. Salah satu pendekatan strategis yang diusulkan adalah melalui 
pengembangan bisnis dan industri pangan lokal berbasis tepung alternatif, seperti tepung mocaf 
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(singkong), jagung, suweg, sagu, dan sorgum. Namun, realisasi dari strategi ini masih menghadapi 
banyak tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas produksi, teknologi pengolahan yang sederhana, 
belum terbangunnya ekosistem industri dari hulu ke hilir, dan minimnya dukungan kebijakan afirmatif. 

Karena itu, Kementerian Pertanian bersama kementerian dan lembaga (K/L) terkait perlu melakukan 
penataan kembali terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal 
secara lebih terpadu. Penataan ini mencakup integrasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, baik 
antara pemerintah pusat maupun daerah, guna memastikan keselarasan arah kebijakan dan 
pelaksanaan program. Selain itu, diperlukan sinkronisasi sumber pembiayaan program agar tidak terjadi 
tumpang tindih atau kekosongan pendanaan di level operasional. Upaya pengembangan pangan lokal 
juga perlu diarahkan pada pembangunan sentra produksi tepung lokal skala UMKM yang tersebar di 
wilayah potensial, sebagai bagian dari strategi penguatan industri pangan berbasis komunitas. Di sisi 
lain, pemberian insentif fiskal serta pembentukan kemitraan antara pelaku usaha di sektor hulu dan hilir 
menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem industri pangan lokal yang berdaya saing dan 
berkelanjutan. 

Dalam menilai efektivitas strategi kebijakan industri pangan lokal, digunakan pendekatan evaluasi 
multi-kriteria dengan enam dimensi utama: efektivitas, efisiensi, kelayakan teknis, dukungan 
kelembagaan, keadilan, dan keberlanjutan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan 
industri pangan lokal memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai kebijakan nasional yang 
berdampak luas terhadap ketahanan pangan, inklusi ekonomi lokal, dan pengurangan ketergantungan 
terhadap impor. 

Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan di atas, rekomendasi kebijakan yang paling konkret untuk 
segera dilaksanakan ialah penetapan Regulasi Nasional tentang Diversifikasi dan Industri Pangan 
Lokal. Rekomendasi kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau 
Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum nasional yang mengatur arah dan kebijakan 
pengembangan pangan lokal secara menyeluruh. Substansi regulasi mencakup: (1) kewajiban 
penggunaan pangan lokal di sektor publik, (2) insentif bagi industri dan UMKM pangan lokal, (3) 
dukungan pembiayaan melalui KUR, DAK, dan BUMDes, (4) penguatan standar mutu dan labelisasi, 
(5) pemberdayaan koperasi pangan lokal, serta (6) skema pengadaan publik berbasis produk lokal. 
Regulasi ditujukan kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, khususnya Kementerian 
Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian 
PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan. 
Fungsi koordinasi antar K/L ini penting dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dengan 
dukungan teknis dari Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional.  

Melalui regulasi ini, diharapkan terjadi sinergi antar-kementerian /lembaga (K/L) dan antara pusat-
daerah untuk memperkuat pemanfaatan pangan lokal secara sistematis, sekaligus mendukung 
ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengurangan ketergantungan impor. 
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